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ABSTRACK 

TAX EFFORT BY THE DEPARTMENT OF REVENUE 

CENTRAL REGIONAL HALMAHERA 


Saniah Hi. Bayan 
Open University 

Bayan I!!llJlS@yahoo.co.id 

Keywords: Improved tax potential, determine the target, and the realization oftax revenues 

The study focused on tax effort (tax effort) by the Regional Revenue Office in the 
District of Central Halmabera, Central Halmahera, with a view to seeing how far the success of 
original income tax in particular the efforts of Central Hal:mahera in the context of the 
implementation ofregional autonomy. so that the obtained increase in the quality of Government 
services satisfying and profitable community. It is necessary to further study the compllrison 
between the actual level of regional real income receipts tax in particular Regional and local tax
sharing and tax-sharing with the target as specified in the particular region income contribution 
ofregional tax and tax-sharing and realization ofacceptance. 

The study was a descriptive study with qualitative approach. Data and information obtained from 
the data source, which is supported by resource persons on the document in accordance with the 
setting and field research. The research instroment is the researcher who uses interview guide 
with the data collection procedure consisted of observations, interviews, and documents. data 
obtained in though, in testing its validity by triangulation and subsequent in interpreting the 
research findings obtained. 

The results showed that the regional real incomes especially efforts to increase local taxes and 
the tax results in the middle of Halmahera in the last four years (2004-2008) continues to 
increase, but its contribution and the allocation of funds for public services are lacking or small 
and the potential that exists, yet governance in local taxes and tax-sharing maximally effective, 
efficient and professional. 

overcome the lack ofpublic awareness in the taxpayer paying for the increase in original income 
tax and in particular the increase in the tax-sharing did intensification revenue sources that 
already exist in extending the revenue sources have not yet been dug, and the determination of 
the target in accordance with the existing potential and considering the economic condition of 
society. 

In conclusion, the study proves that the government officers in the Regional Revenue Office in 
carrying out the activities assigned tax collection in the field has not optimally so that the public 
was not yet understand the importance ofpaying taxes. 
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ABSTRAK 

UPAYA PAJAK (TAX EFFORl) OLEH DINAS 

PENDAPATAN DAERAH HALMAHERA TENGAH 


Saniah Hi Bayan 


Universit!ls Terbuka 


Bayan maps2ia'Yllhoo.co.id 


Kata kund : Peningklltan Potensi Pajak, Menentukan Target, dan Realisasi Penerimaan Pajak. 

Penelitian difokuskan pada upaya pajak (tax effort) oleh Dinas Pendapatan Daerah 
Halmahera Tengah di Kabupaten Halmahera Tengah dengan mllksud untuk meliliat sejauh mana 
keberhasilan peningkatan pendapatan Ilsli daerah kbususnya upaya pajak halmaherll tengah 
dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, sehingga diperoleh peningkatan kualit!ls pelayanan 
pernerintab yang rnemuaskan dan rnenglmturnkan rnasyarakat. Untuk itu perlu dikaji Iebih jauh 
tingk:a1 perbandingan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kbususnya pajak daerah 
dan bagi basil pajak dengan target yang ditentukan dalam kontribusi pendapatan asH daerah 
kbllsusnya pajak daerah dan bagi hasil pajak serta realisasi penerirnaannya. 

Penelitian adaIah peneJitian deskriptif kualitatif. Data dan informasi diperoleh dari surnber 
data, yaitu nara surnber didukung oleh dokurnen sesuai Jengan setting dan faild penelitian. 
Instnunen penelitian adalah peneliti sendiri yang rnenggunakan pedornan wawancara dengan 
prosudur pengumpulan data yang terdiri dari pengarnatan, wawancara, dan dokumen. Data yang 
diperoleh , diuji keabsahannYIl dengan tri angulasi, selanjutnya ditafsirkan dan diperoleh temuan 
penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pendapatan asH daerah kbusl!Snya upala peningkatan 
pajak daerah dan bagi basil pajak di Kabupaten Halrnahera Tengah dalarn ernpat tabun terakhir 
(2005-2008) terns meningkat, narnun kontribusinya serta alokasi dana untuk pelayanan 
masyarakat rnasih kurang atau kecil dari potensi yang ada, belurn dikelolanya pajak daerah, dan 
bagi hasil pajak secara maksimal, efekti f dan professional. 

Mengat!lsi kurangnya kesadaran masYllrakllt dalam rnernbllyar wajib pajak untuk 
rneningkatkan pendapatan asH daerah kbususnya peningkatan pajak dan bagi hasil pajak 
d.ilakukan intensifikasi surnber-surnber penerimaan yang telah ada dalam ekstensifikasi sumber
smnber penerimaan yang belurn digali, serta penentuan target sesuai dengan potensi yang ada 
dan mernpematikan kondisi perekonomian masyarakat. 

Sebagai kesirnputan, penelitian membuktikan bahwa aparatur pernerintahan dinas 
Pendapatan Daerah yang di tugaskan dalarn melaksanakan kegiatan penagihan pajak dilapangan 
belmn secara maksimal sehingga masyarakat pun belurn rnengerti tentang pentingnya rnernbayar 
pajak. 
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KATAPENGANTAR 


Pujl syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat karunia, dan 

perkel1lllll1-N ya rnaka penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan maksimal 
mungkin. T APM ini merupakan mala kuliah terakhir dari Program Magister Administrasi Publik 

(MAP) pada Universitas Terbuka. 

Penyusun TAPM ini dilakukan dengan menganalisis data dan mengkajl teori-teori yang 

relefan dengan penelitian dengan judul " Upaya Pajak (tax effort) Oleh Dinas Pendapatan Daerah 
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mendapatkan data yang akurat dan valid, terrnasuk penglimpulan data dapat penulis selesaikan 

dengan tanpa adanya hambatan-hambatan yang berarti. 

Penyelesaian tesis ini, penulis menyadari bahwa banyak sekali bantuan yang diberikan oleh 
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yang tak terhingga terutama kepada Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.Publik. dan Dr. Abdul 

Wahab Hasyim, SE, MSi selaku pembimbing yang banyak meluangkan waktu untuk 
memberikan bimbingan maupun petunjuk kepada penulis sehingga tesis in! dapat d!selesaikan 

dengan baik. 

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga pula 

kepada ; 

1. 	 Bupati Halmahera Tengah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

dapat mengikuti izin bela jar. 

2. 	 Drs. Sal:m Karnaluddin selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang juga 

memberikan kesempatan mengikuti izin belajar, dan memberikan nasehat pada saat 
keberangkatan penulis menuju tempat pendidikan. 

3. 	 Ketua Pengelola Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) UT beserta seluruh 

jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada penulis selama 
menempub pendidikan sampai menyelesaikan T APM ini. 

4. 	 Segenap dosen tutorial pada program stud! Magister Administrasi Publik yang telah 

banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis. 

5. 	 Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah beserta selurub 

jajarannya, terutama Sekertaris dan Kepala Bidang Penagihan yang telah banyak 
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membantu penulis selama dalam penelitian, dengan memberikan data-data yang sangat 
penting dalam penyusunan tesis. 

6. 	 Rekan-rekan seangkatan terutama Nurdina, Ahmad Hadi, Pima Dracbman, Hi Bahar 
Haji, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak 
membanlu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis. 

7. 	 Ayabanda tercinta Hi. Budi Hi Bayan dan Ibunda Hj Saibah Ma'ruf serta adik-adik yang 
tclal! memberikan dorongan, scmangat setta doa kepacla penulis. 

8. 	 Suamiku tercinta A. Marasabessy, serta anak-anakku yang telah memberikan kasih 
sayang serta dorongan dan doa yang tal< terhingga kepada penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir mandiri tepat pada waktunya. 

Tiada kata yang dapat penulis sampaikan sebagai ucapan rasa terima kasih, hanya berharap 
semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga 

dilipat gandakan pahalanya. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa tugas akhir program magister (TAPM) masih jauh dari 
kesempurnaan. Namun demikian penulis berharap semoga keberadaan T APM ilii dapat 
bermanfaat hagi pembaca terutama kepada pemerintab daerah Kabupaten Halmahera Tengah 
sebagai bahan masukan untuk pengkajian lebih lanjut. T erima kasih. 

Temate, J0 November 20I 0 

Saniah Hi Bayen 
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BABII 

TINJAUAN PUSTAKA 

A Kajian Teori 

1. Pengertian OtollOmi Daerah 

Dalam kehidupan masyarakat suatu bangsa kehadiran pemerintah sangat di 

perJukan. Pemerintah dibentuk untuk menjaga suatu sistem ketertiban dalam 

masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Deugan demikian pada 

hakikatnya pemerintahan ada1ah peJayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan 

pemerintahan pada suatu negara yang sangat luas seperti Negara Kesatuan Republik 

lndonesia tentu akan menghadapi permasalahan yang sangat rumit dan kompleks. 

Mengingat \uasnya wilayah dan kompleksnya urusan yang harns di kelola, maka 

tidak mungkin pemerintah (pusat) mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan 

efektif. 

Untuk dapat menyelenggarakan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah 

yang menjangkau seluruh wilayah negara, maka pemerintah perlu untuk 

menyerahkan sebagian kewenangan tersebut kepada daerah. Kewenangan tersebut 

dapat diberikan kepada perangkatnya di daerah maupun kepada pemerintah daerah. 

Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan pemberian otonomi luas 

kepada daerah di arahkan untuk mempercepat terwnjudnya kesejahteraan masyarakat 

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran sem masyarakat. 

Kosasih (2000:67-68) menyatakan bahwa, " perubahan kewenangan

kewenangan pemerintah yang memberi kewenangan otonomi daerah yang hillS, 

nyata, dan bertanggungjawab berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintahan 

daerah mengalami perubahan antara lain sistem pertanggungjawaban kepala daerah, 
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sistem pengawasan daerah, penganggaran (But/gettingj, sumber-sumber pe!'ldapatan 

dan pengelolaan pemerintah daerah. tennasuk perubahan dalam prinsip administrasi 

pembangunan daerah di mana daerah diberikan keleluasaan dalam penyusunan 

perencanaan pembangunan (development planning) sesuai kebutuhan dan keinginan 

daerah." 

Dengan otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing 

dengan memperbatikan prinsip demokrasi, pemerintah, keadilan. keistimewaan dan 

kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efesiensi dan 

efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar 

susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman 

daerah. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam 

dan sumberdaya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras di samping itu, perJu 

diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan 

mernanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar mampu 

menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-Iuasnya di 

sertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah 

dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan. 

Menurut Harsono (1992;7-8) : 

''Pemerintah daerah karena semakin meningkatnya kebutuhan-kebutuhan 

rakyat yang tinggal dalam wilayah begitu luas, tidak cukup hanya diadakan 

pemerintah khususnya pusat di daerah saja, melainkan masih dibutuhkan 

pembentukan pemerintah lokal yang di serahi urusan-urusan tertentu untuk di 

selenggarakan sebagai urusan rumah tangga sendiri." 

Pembentukan pemerintah lokal ini diharapkan dapat menyelenggarakan tugas 

pemerintah di daerah sedemikian rupa sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah. 
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selanjutnya dengan pendapat tersebut di atas maka: 

Rasyid (1997;101) rnengatakan bahwa "Otonomi daerah adaIah hale, wewenang 

dan kewajiban daerah untuk mengurus dan mengatur rurnah tangganya sendiri. 

Hal< itu diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah 

pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, sesuai dengan keadaan, 

kemampuan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. DaJam hubungan ini 

kebijakan Desentralisasi selalu di kaitkan dengan penilaian yang menyeluruh 

atas, keadaan, kemarnpuan, dan kebutuhan daerah untuk menerirna otonom". 

Dalarn kaitannya dengan pelimpahan kewenangan otonomi daerah, harns di 

dasarkan atas pertimbangan kondisi serta kemarnpuan riil daerah, hal ini senada 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sarwoto (1974;3), sebagai berikut: 

"Dasar pertimbangan dalarn menetapkan besarnya pelimpahan kewenangan 

otonomi kepada daerah terutarna adalah kondisi serta kemarnpuan riii daerah 

yang dilimpahi kewenangan sehingga dapatJah diartikan bahwa di bidang 

desentralisasi sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menganut azas 

otonomi riil". 

Seja\an dengan pendapat tersebut di atas Redjo (1998;122) mengatakan ada 

empat hal yang penting untuk menilai suatu daerah dapat mengurus dan mengatur 

rumah tangganya sendiri, yaitu : 

1. 	 Adanya urusan-urusan yang di serahkan oleh pemerintah atasnya (pusat dan 

daerah). 

2. 	 Pengaturan dan penyusunan urusan tersebut dilakukan atas inisiatif dan 

kebijaksanaan sendiri. 

3. 	 Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan perlengkapan alas aparatur sendiri. 

4. 	 Untuk membiayai urusan tersebut di perlukan sumber- sumber keuangan sendiri. 

Sehubungan dengan penerapan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan 

bertanggung jawab seperti di maksud di alas, konsekuensinya adalah bahwa otonomi 
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daerah diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota. Pertimbangannya adalah 

dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan 

pembangunan, kenyataan yang ada bahwa daerah kabupaten dan daerah kotalah yang 

lebih langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga diharapkan lebih mengerti 

dan memenuhi aspirasi masyarakat tersebut. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Rasyid (1997:99-100), mengatakan 

"Pemerintahan yang lebih baik adalah yang debt kepada masyarakat. 

Pemerintahan perlu didekatkan kepada masyarakat, agar pelayanan yang di 

berikan menjadi semakin baik (the closer the goverment, the bener is serves). 

Kalau pemerintahan berada dalam jangkauan masyarakat, maka pelayanan yang 

diberikan menjadi lebih cepat, hemat, murah, responsif, akomodati~ inovatit; dan 

produktif' . 

Untuk dapat melaksanakan tugas otonomi dengan sebaik-baiknya, ada beberapa 

faktor yang perlu mendapat perhatian. Menurut Kaho (1988:60), setidaknya ada 

empat faktor yang mempengarnhi pelaksanaan otonomi daerah, yaitu : 

1). Keuangan harns cukup dan baik. 


2). Manusia pelaksananya harns baik. 


3). Peralatan harns cukup dan baik. 


4). Organisasi dan manajemennya harns baik. 


Batasan ini menjelaskan proses kewenangan yang diserahkan Pemerintah pusat 

kepada daerah, yaitu dengan decontration atau dengan devolution. Di lain pihak 

memang terlihat adanya gejala tuntunan akan Otonomi Daerah di Iatar belakangi oleh 

betbagai alasan, seperti kesenjangan -kesenjangan sosial, ekonomi, pemerataan, dan 

kesenjangan hak-hak antarakelompok minoritas dan mayoritas bisa juga karena 

alasan lain. Sebagaimana di kemukakan Rust (1969:22), "bairwa pemerintahan yang 

sentralistik menjadi kurang populer karena ketidak mampuan untuk memahami 
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secara tepat nilai-nilai daerah atau sentimen aspirasi loka)". 

Adakalanya tuntutan keinginan dari pendiri negara atau merupakan amanat 

dari konstitusi suatu negara, sebagaimana halnya di negara kesatuan Republik 

Indonesia. Artinya, otonomi daerah di negara Republik Indonesia tidak lahir sebagai 

reaksi atas ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. Bahkan sebelum 

Indonesia merdekapun otonomi bukan merupakan tuntutan dari daerah. Sebaliknya, 

justru daerah-daerah dituntut oleh Hindia Belanda untuk mampu dan mengurus 

rumah tangganya sendiri, yakni dengan dikelauarkannya decenJralissatie Wet pada 

tahun 1903. Meskipun semangat materi dan muatan decenJraJissatie Wet 1903 

berbeda dengan konsep otonomi daerah yang sekarang dipraktekkan dalam Kesatuan 

Republik Indonesia. Menurut Harsono (I992:7-8):" Pemerintahan daerah muncul 

karena semakin meningkatnya kebutuhan-kebutuhan rakyat yang tinggal di dalam 

wilayah yang begitu luas, tidak cukup hanya di adakan pemerintah khususnya pusat 

dan daerah saja, melainkan masih di butuhkan pembentukan pemerintah lokal yang 

di serahi urusan-urusan tertentu untuk di selenggarakan sebagai urusan rumah tangga 

sendiri. Pembentukan pemerintah lokaI ini diharapkan dapat menyelenggarakan tugas 

pemerintah di daerah sedemikian rupa sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah". 
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2. KenaugaD 

Bagi kehidupan suatu negara, masalah keuangan negum sangat penting. Makin 

baik keuangan suatu negara, makin stabil pula kedudukan pemerintah dalam negum 

itu. Sebaliknya, kalau keuangan negara itu kacau maka pemerintah akan menghadapi 

berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang 

diberikan kepadanya. Demikian juga bagi suatu pemerintah daerah, keuangan 

merupakan suatu masalah penting baginya dalam mengatur dan mengurus rumah 

tangga daerah. Manullang, (1983:67) 

Dari uraian tersebut di atas, faktor keuangan merupakan salah satu bal yang 

penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir Hdak ada kegiatan yang 

tidak membutubkan biaya. Makin besar jumlah uang yang OOrsedia, makin banyak 

pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Demikian juga 

semakin baik pengelolahannya semakin berdaya guna pemakaian uang tersebut. 

Bagi kehidupan suatu negara, masalah keuangan negarasangat penting. Makin 

baik keuangan suatu negara, maka makin stabil pula kedudukan pemerintah dalam 

negara itu. Sebaliknya, kalau keuangan negara itu kacau maka pemerintah akan 

menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala 

kewajiban yang di berikan kepadanya. Demikian juga bagi suatu pemerintah daerah, 

keuangan merupakan suatu masalah penting baginya dalam mengatur dan mengurus 

rumah tangga daerah . ManuHang, (1983:67). 

3. Kenangan Daerah 

Keuangan daerah merupakan salah satu moona penling untuk mengetahui secara 

nyata kemampuan daerah. Keuangan daerah merupakan faktur esensial untuk 

mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Dalam 
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penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan dana alllU uang. 

Keadaan keuangan daerahlah yang sangat menentukan corak, bentuk serta 

kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan di lakukan oleh Pemerintah Daerah. 

Tanpa keuangan yang memadai, maka daerah akan tergantung pada subsidi. 

Ketergantungan pada subsidi akan menyebabkan daerah menjadi tidak otonom dalam 

am yang sesungguhnya Dan keuangan inilah merupakan salah satu dasar kriteria 

untung mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah 

tangganya sendiri. 

Menurut Widjaya (2001;147) bahwa "Keuangan daerab adalah semua 

kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah daerab yang dapat 

di nilal dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan lain yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah termasuk dalam kerangka 

APBD." 

Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerab 

sangat disadari oleh Pemerintah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera 

Tengah mempunyai program ketja adalah untuk merumuskan rencana pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan pembangunan, di samping itu upaya untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpedoman pada kebijakan yang telah di 

tetapkan, dilakukan dengan cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

khususunya yang mempunyai kewajiban membayar pungutan daerah. "Keuangan 

daerah merupakan salah sam kriteria penting untuk mengetahui secara nyata 

kemampuan daerah. Keuangan daerah merupakan faktor esensial untuk mengukur 

tingkat kemampuan daerah dalam meJaksanakan otonominya. Dalam 

penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan dana atau uang. 

Keadaan keuangan daerahlah yang sangat menentukan corak, bentuk serta 

kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 
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Tanpa keuangan yang memadai, maka daerah akan tergantung pada subsidi. 

Ketergantungan pada subsidi akan menyebabkan daerah menjadi tidak otonom dalam 

arti yang sesungguhnya". 

Tujuan utama pengeloJaan keuangan pemerintah daerah adaIah tanggDg jawah, 

artinya pernerintah daerah harus mempertanggung jawabkan tugas keuangannya 

lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. 

Berkaitan dengan itu, Gie (1986:33) mengatakan babwa "Pada prinsipnya 

daerah otunomi harus dapat membiayai sendiri semua kebutuhan sehari-hari 

yang rutin. Apahilah untuk kebutuhan itu daerah masih mengandalkan bantuan 

keuangan dari pusat, maka sesungguhnya daerah itu tidak otonom Jagi". 

Dalam peJaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk lebih 

mengoptimalkan kinerja pembangunan daerah dengan mengandalkan upaya 

pengelolaan pajak daerah yang optimal dan efektif brena dengan ketersediaan 

anggaran dana pernerintahan maka pembangunan terealisasi dengan baik. 

Pramudji (1980:61-62) menegaskan bahwa "pernerintah daerah tidak akan dapat 

melaksanakan fungsi dengan efekrif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk 

memberikan pelayanan dan pembangunan. Dan keuangan inilah merupakan 

salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah 

dalam mengurus rurnah tangganya sendiri". 

Untuk itu, maka pencarian sumber keuangan daerah, melalui pendapatan asli 

daerah merupakan upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh kabupaten dan kola. 

Besamya ketergantungan daerah pada bantuan pusat akan menunjukkan bahwa 

daerah tersebut belumlah otonomi dalam arti sesungguhnya. Pemyataan berotonomi 

daerah juga berotomoney, bermti menunjukkan ketergantungan (dalam hal keuangan) 

daerah kepada pusat dalam pengembangan pembangunan daerahnya. Idealnya 

sumber Pendapatan AsH Daerah (PAD) mampu menyumbang sebagian besar dari 
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seluruh pendapatan daerah dibandingkan sumber pendapatan lainnya, seperti subsidi 

BBM dan bantuan seperti OAK dan DAU (Redjo, 1998:77) 

Kemampuan mengurus nunah tangga sendiri merupakan hakekat otonomi 

daerah. Kemampuan berotonomi daerah berarti kemampuan dukungan keuangan 

sendiri untuk membiayai otonomi tersebut. 

"Salah saW kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah 

dalam mengatur dan mengurus nunah tangganya adalah kemampuan self

supporting dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain faktor keuangan 

merupakan faktor esensial dalam mengukur kemampuan daerah dalam 

melaksanakan otonominya" Kaho. (1988:123). 

Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerab 

membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini daerab dapat 

memperoleh melalui beberapa eara : 

1. 	 Daerah dapat mengumpulakan dana dari pajak daerab yang sudah di setujui 

oleh pemerintah pusat. 

2. 	 Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang 

atau bank pusat. 

3. 	 lkut ambil bagian dalam penetapan pajak sentral yang dipungut daerab, 

misalnya sekian persen dari penetapan pajak sentral tersehut. 

4. Pemerintah daerah dapat menambahkan tarifpajak sentral tertentu, misalnya 

pajak kekayaan atau pajak pendapatan. 

5. 	 Pemerintah daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah 

pusat Lains, (1985:41). 

Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerab 

sangat disadari oleh Pemerintah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera 

Tengah mempunyai program kerja adalah untuk menunuskan rencana pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan pembangunan, di samping itu upaya untuk meningkatkan 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpedoman pada kebijakan yang telah di 

tetapkan, di lakukan dengan cam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

kbususWlya yang mempWlyai kewl!iiban membayar pWlgutan daerah. 

Pendapatan AsH Daerah merupakan salah satu variabel penting dalam rangka 

menuju otonomi daerah, otonomi bennakna rnemerintah sendiri, daerah otonom 

sering disebut sebagai local self government. AnaJisa dan pengaJihan dari pernerintah 

daerah sesWlgguhnya tuntutan yang mendesak daJam fonnulasi dan implementasi 

otonomi daerah adaJah daJam tiga pokok pennasalahan yaitu Sharing of P(fWer, 

Disl7ibution ofIncome, kemandirian sistem manajemen di daerah. Dalam kerangka 

otonorni daerah, rnaka Pendapatan Asli Daerah merupakan variabel penting dan barus 

di tingkatkan supaya memberikan kontribusi yang besar kbusWlya Kabupaten 

Halmahera Tengah. 

Peningkatan Pendapatan AsH Daerah bagi Kabupaten Halmahera Tengah harns 

memenuhi aspek keadilan bagi masyarakan agar tidak menimbulkan hambatan dan 

perlawanan, artinya peningkatan Pendapatan AsH Daerah sesuai dengan hukum yang 

ada. Adil dalam perW1dang-Wldangan di antaranya mengenakan pajak dan retribusi 

secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 

Sedangkan adil daJam pelaksanaanya yakni dengan rnemberikan kepada wajih pajak 

dan retribusi Wltuk mengajukkan keberatan, penWldaan dalam pembayaran dan 

rnengajukkan banding kepada ml!ielis pertimbangan pajak dan retribusi. 

Mardiasno, (2002;2). ''Pemerintah tidak hanya memungut pajak dan retribusi 

dari subyek pajak dan retribusi tetapi juga harns memberikan kontra produktif 

terhadap subyek pajak dan retribusi yang dipungut dari masyarakat dalam 

bentuk peningkatan pelayanan". 
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"sepertl halnya pajak daerah, retrlbusi daerah merupakan sumber pendapatan 

daerah yang penling guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerab 

dan pembangunan daerah untuk memantapkan monuml daerah yang luas, nyala 

dan bertanggungjawab. Retribusi adalob jasa pembayaran-pembayaran kepads 

negara yang dl lakukan oleb mereka yang menggunakan jasa negara "Sumltro, 

(1987:17). 

"Retrlbusl daerah adalob pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaJan alau 

karena memperoJeb jasa, usoba atau milik daemh untuk kepentingan umum, 

alau karena jasa yang diberlkan oleh daerah balk secara langsung maupun tldaIe 

langsung." 

Pendapat-pendapat dl alas, KaIlo (1988 : 152) menjelasakan cirl-d pokok 

retrlbusi daerah, yaitu : 

I. 	Retrlbusi dlpungut oleh daerah ; 

2. 	 Dalam pungutan retribusi tenlapat prestasi yang di berikan daerah yang 

langsung dapat di tunjuk ; 

3. 	 Retribusi <Ii kenakan kepada siapa saja yang memanfuatkan, atau 


Mengenyam jasa yang dl sedlakan daerah. 


Sedangkan menurut Redjo; (1998:90-91): 


1. 	 Bobwa retrlbusl daerah bersifat kembar yang artinya dar! satu jenis sumber 

retribusi, dapat di kenakan pembayaran untuk dua atau tiga jasa instansi. 

Dan hal inl berbeda dengan pajak yang banya oleh satu Instans! yaitu yang 

belum di 1aksan8~.anI<Ii usobakan oleh instansi atasnya (Dati I alau Pusat). 

2. 	 Bahwa pemungutan retrlbusl dldasarkan pads pemberlan jasa kepads 

pemakai jasa yang <Ii sediakan oleh pemerintah daerah; barulob pemakai 

jasa membayamya. Dan hal Ini beroeda dengan pajak daerah yang dapat dI 

pungut dengan tanpa mempersoalkan adaItidaImya jasa pemerintob. 

3. 	 Babwa pemungutan retn'busi dapat dikenakan kepada slapa saJa yang !elob 

mendapatkan jasa dar! pemerintob daerah, baik anak-8llllk maupun orang 

dewasa. Sementara PIlIak di bayar oleh orang-orang tertentu yaltu waJIb 

pajak. 

4. 	 Pemungutan retrlbusl dllak:ukan berulang bll terlIadap seseorang 
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sepanjang ia mendapat jasa dari pemerintah daerah. Dan sehuoongan 

jumlahnya relatif kecil, maka pembayarannya jarang di angsur. Dan hal ini 

berbeda dengan pajak yang di kenakan setahun sekali, dengan cam 

pembaya.ran tunai alau mengangsur. 

Sifat-sifat khas retribusi di atas, dapat diprediksi akan menghasilkan dana yang 

sangat besar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah apabilah pemerintah daerah 

khususnya Dinas pendapatan Daerah mampu mengefektifkan dan mengefisienkan 

sumber-sumber retribusi dan pengelolaannya.Selain hasil pajak daerah dan retribusi 

daerah, pendapatan asli daerah juga bemal dan perusahaan daerah. Dalam hal ini, 

perusahaan daerah yang diharapkan sebagai sumber pemasukan bagi daerah. Oleh 

sebab itlJ, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan hamslah bersifat 

profesional dan hams telap berpegang pada prinsip ekonomi secam umum, yaitu 

efisiensi. 

Perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah, lapi sifat ulama dari perusahaan 

daerah bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan) semata, akan tetapi juStni 

dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Walaupun 

demikian hal ini tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan 

kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan daerah. 

Menurut Kaho (1988 :167), perusahaan daerah menjalankan fungsi gandayang hams 

tetap terjamin keseimbangannya, yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi. 

Oleh karena itu perusahaan daerah mempunyai misi dan visi yang jelas 

sehingga pengelolaannya profesional dengan tanpa melupakan fungsi sosial dan 

sebenamya perusahaan daerah hams dapat memberikan kontribusi yang besar bagi 

PAD. Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan keharusan untuk 
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mendapat keuntungan yang memungkinkan perusahaan daerah dapat memberikan 

sumbangan bagi pendapatan daerah, bukanlah dua pilihan dikotooomis yang saling 

bertolak belakang. Artinya, bahwa pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat 

betjalan seiring dengan pemenuhan fungsi ekooominya sebagai badan ekonumi yang 

bertojuan untuk: mendapatkan labalkeuntungan. Hal ini dapat betjalan apabila 

profesionalisme dalum pengelolaannya dapat diwujudkan. 

Dengan demikian perusahan dan daerah mempunyai dua fungsi pokok, yaitu 

sebagai dinumisator perekonomian daerah yang berarti hams mampu memberikan 

rangsangan bagi perkembangan perekonomian daerah. Ini berarti perusahaan daerah 

harus mumpu memberikan manfilat ekonomis sehingga keuntungan yang dapat di 

setorkan ke kas daerah. 

Selanjutnya Redjo (1998 : 92) menjelaskan sebagai berikut : 

1. 	 Perusahaan daerah merupakan suatu kesatuan produksi yang bersifat memberikan 

jasa, menyelenggarakan kemanfuatan umum dan memupuk pendapatan; 

2. 	 Perusahaan daerah bertujuan untuk tnrut serta melaksanakan pembangunan 

ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi masyarakat umumnya, untuk: 

memenuhi kebutuhan rakyal dengan mengutamakan industri, ketentraman serta 

ketenangan keJja dalum perasahaan, 

3. 	 Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah 

tangganya menurut perundang·undangan. 

4. 	 Cabang-<:abang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak 

di daerah merupakan kekayaan daerah yang di pisahkan. 

Pemerintah kabupaten Ha1mahera Tengah hams lebih meningkatkan 

penerimaan dan perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang di 

harapkan memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah 

lainnya adalah dinas..dinas daerah serta pendapatan·pendapatan lainnya yang di 

peroleh secara sah oleh pemerintah daerah. dinas-dinas daerah sekaJipun tugas dan 
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fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan terbadap masyarakat tanpa terlalu 

memperhitungkan untung rugi, tapi dalam batas-batas tertentu dapat didayagunakan 

dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dengan 

imbalan. Di sini daerah dapat menambah pendapatan aslinya. yang di berikan cukup 

besar untuk menopang keuangan daerah pada umumnya. 

Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah 

dan bertugas memungut berbagai pajak retribusi dan pajak daerah, dan segi jumlah 

dan jenis penerimaan yang dipungut daerah masing-masing. Dinas Pendapatan 

Daerah juga bertugas sebagai koordinator kegiatan memantan dan melaporkan semua 

penerimaan, tetapi nampaknya belum banyak yang berhasil menjalankan tugas ini. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Kaho (1988 ; 173) bahwa," dalam kenyataannya, 

sektor dinas-dinas daerah banya sedikit lebih baik dibandingkan dengan perusahaan 

daerah dalam memberikan kontribusi pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah 

umumnya. Prospek keuangan daerah otonom yang bersumber pada dinas-dinas 

daerah tidak semuanya dapat diandalkan, sekaJipun terdapat beberapa yang 

menggembirakan". 

4. Pajak 

Berbagai teori dan definisi tentang pajak telah diuraikan oleh parah 

altIi.Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut : 

Meourut Sumitm (1979 :23) "Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara 

(peraIihan kekayaan dari sektor partiklir ke sektor Pemerintahan) berdasarkan 

undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (legen 

prestalie) untuk membiayai". Norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi 

barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraaan luran wajih, berupa 

uang atau barang yang diptmgut oleh penguasa berdasarkan pengeluaran umum 
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{PUb/ike llitgaven}, dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk 

mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan. 

Menurut Adriani, dalam Prastowo, (2010 :1) "Pajak ialah iuran kepada Negara 

(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang Iangsung dapat 

ditunjuk, dan yang gunannya adaIah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum berbubungan dengan tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintahan". 

Berdasaikan pada statement para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

pajak ialah kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat terhadap Negara berupa 

pungutan-pungutan yang ditentukan berdasarkan pada aturan perundang-undangan. 

hal ini senada dengan pendapat Soeparman yang dikutip Prastowo,(20 1 0:8) bahwa 

"pajak adaIah iuran wajib berupa uang atan barang yang dipungut oleh penguasa 

berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan 

jasa-jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum". 

Pajak sebagai anggaran pemerintah daerah dimana pelaksanaan tugas dan 

wewenang masing-masing tingkat pemerintah memerlukan dukungan pendanaan 

yang menjembatani tuntutan masyarakat dan daerah yang berorientasi pada 

kepentingan publik. Semenwa menurut Ralunat Soernitro,(Abdul Halim: 2004 : 129) 

pajak merupakan "iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang 

dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (Kontraprestasi), yang langsung 

dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum". 

Pajak juga merupakan gejala sosial dan hanya terdapat daIam masyarakat. 

Tanpa masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak. Masyarakat yang dirnaksudkan 

adaIah masyarakat hukum. Manusia hidup bermasyarak:at masing-masing membawa 
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hak dan kewajiban, akan tetapi dalam hal ini ada proses timbal balik antara individu 

dan masyarnkat mtinya ada hak dan kewaj iban individu terhadap masyarakat begitu 

juga sebaliknya, hak dan kewajiban masyarakat terhadap individu, namun ada 

pembatasan hak-hak asasi manusia oleh masyarakat. Pendapat ini kemudian di 

sempuroakan kembali oleh ahli yang sarna sebagai berikut : 

"Pajak adalah peralihan kekayaan dati rakyat kepada Kas Negara untuk 

membiayai pengeluaran rutin dan se\uruhnya digunakan untuk public saving 

yang merupakan sumber utarna untuk membiayai public investment' Sumitro 

(1980: 3). 

Dengan demikian pajak adaIah tuntutan terhadap rakyat berupa iuran-iuran 

wajib untuk negara yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan 

daerah. 

Pendapat lain di kemukakan Soemohadimidjojo (1990 : 1-2) , "Pajak ialah 

iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan 

nonna-nonna hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa kolektif 

dalam mencapai kest<iahteraan umum." Pajak lazinmya diberikan daJam bentuk uang 

atau natura oleh anggota masyarakat kepada masyarakat, tanpa mendapat imbalan 

secara langsung, yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Rochmat 

dalam Mardiasmo, (2002: 1) mengatakan bahwa "pajak adalah iuran rakyat kepada 

\(as negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 

mendapat jasa timbal (kontrapresta5i) yang Jangsung dapat ditunjukan dan yang di 

gunakan untuk membayar pengeluaran umum". Sementara menurut Mamhot Siahaan, 

(2005 ; 7), "pajak adaIah pembayaran wEYib yang dikenakan berdasarkan undang

undang yang tidak dapat dihindati bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang 

tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan". 
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Berdasarkan definisi pajak sebagaimana yang di uraikan oleh para ahli diatas, 

dapat ditatik. kesimpulan bahwa eiri yang melekat pada pengertian pajak yaitu 

sebagai berikut : 

1. 	 Pajak di pungut oleh negara, baik oleh pemerintab pusat maupun pemerintab 

Daerah, berdasarkan kekuatan oodang-oodang serta aturan pelaksanaannya. 

2. 	 Pembayanm pajak hams masuk kepada kas Negara, yaitu kas pemerintab 

pusat maupoo kas pemerintab Daerah sesuai dengan jenis pajak yang 

dipoogut 

3. 	 Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra prestasi 

individu oleh pemerintab. Den88ll kata lain tidak ada huboogan langsoog 

antarajumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu 

4. 	 Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra 

prestasi dari negara kepada para pembayar Plliak 

5. 	 Pajak dapat dipoogut karenaadanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan 

yang menurut peraturan perundang-oodangan pajak dikenakan pajak. 

6. 	 Pajak memilild sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib Plliak yang tidak 

memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi pidana 

maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

5. Pajak daerah 

Pengertian pajak daerah menurut Undang- oodang Nomor 34. taboo 2004, yang 

merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 18 taboo 1997, tentang pajak 

daerah dan Retribusi daerah, adaIah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi 

&tau badan kepada daerah tanpa imbalan langsoog yang seimbang, yang digunakan 

untuk membiayai penyclenggaraan pemertintahan daerah dan pembangunan daerah. 

Sementara itu dalam peraturan pemerintab Nomor 65 taboo 2001 tentang pajak 

daerah yang selanjutnya disebut pajak adaIah iuran wajib yang dilakukan oleh orang 

pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
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digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

daerah daerah Sedangkan Siagian (1988 ; 64) merumuskan: 

"Pajak daerah adaIah pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan di 

nyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang". 

Pajak daerah diberlakukan oleh daerah otonom berdasarlwl peraturan 

penmdang-undangan dengan menetapkan tarif pajak sesuai dengan aturan penagihan 

pajak yang telah ditetapkan. Selanjutnya Davey, (1988 : 39-40) mengemukakan, 

bahwa pajak daerah sebagai : 

l. 	Pajak yang dipungut oleb pemerintah daerah dengan pengaturan dari 

daerah itu sendiri; 

2. 	 Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan 

tarifuya di lakukan oleh pemerintah daerah; 

3. 	 Pajak yang ditetapkan dan di pungut oleh pemerintah daerah; 

4. 	 Pajak yang dipungut dan di administrasikan oleb pemerintab tapi hasil 

pungutannya diberikan kepada, di bagi basilkan dengan, atau tanpa di 

bebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah pusat. 

Ditinjau dari lembaga pemungutannya, pajak di bedakan menjadi dua, yaitu 

pajak pusat disebut juga pajak Negara dan pajak Daerah. Pembagian jenis pajak ini 

terkait dengan bierarld pemerintahan yang berwewenang menjalankan pemerintahan 

dan memungut sumber pendapatan negara. 

SeJanjutnya Kaho (1988 : 130) menjelaskan ciri- ciri yang menyertai pajak 

daerah adalah sebagai berikut ; 

I. 	 Pajak daerah berasaI dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah 

sebagai pajak daerah. 

2. 	 Penyerahan di Iakukan berdasarkan undang-undang. 

3. 	 Pajak daerah dipungut oleb daerah berdasarkan kekuatan undang-undang 

dan atan peraturan bukum lainnya. 
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4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai 

pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. Pajak Daerah sebagai 

salah satu komponen pendapat asli daaerah memiliki prospek yang sangat 

baik untuk dikembangkan. Oleh karena itu pajak darah hams dikelolah lebih 

profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha 

meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja 

daerah melalui intensifIkasi pemungutannya dan ekstensifIkasi subyek dan 

obyek pajak daerah. 

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang 

pribadi atau badan tanpa Imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan pemerintah daerah dan pembangunan 

daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleb. 

pemerintah daerah dengan paraturan daerah (PERDA), yang wewenang 

pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dan hasilnya digunakan 

untuk membiayai pengeluaran pemerintahan daerah dalam melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintahan 

daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Pemerintahan Provinsi dan 

Pemerintahan KabupatenIKota, yang di beri kewenangan untuk daerah hendaknya 

tidak melakukan upaya kontraproduktif yang dapat menimbulkan b.ambatan atau 

distorsi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah sehingga 

membawa dampak biaya ekonomi yang tinggi (high cost economy) di daerah. 

Pengertian pajak seeara umum telah diajukan oleh para ahli, di mana Sumitro 

(1979:23), merumuskan sebagai berikut 
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6. 	JeDis-Jenis Pajak 

Sesual dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas 

undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis 

bpajak kabupaten kota terdiri dan : 

l. Pajak Hotel 

Pl\iak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.Hotel adaIah bangunan yang 

khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginaplistirahat,memperoleh pelayanan 

danlatau filsilitas lainnya dengan dipungiut bayaran ,tennasuk bangunan tainnya yang 

menyatu, dikelolah dan dimiliki oleh pihak yang sarna, kecual;i untuk pertokohan dan 

perkantoran. 

2. Pajak Restoran 

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. 

3. Pajak Hiburan : Pajak hiburan adalah pajak atas vpenyelenggaraan hiburan 

4. Pajak Reklame: Pajak rekJame adalah Pajak atas penyelenggaraan rekJame 

5. 	Pajak Penerangann jalan : adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan 

ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang 

rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. 

6. 	 Pajak pengambilan bahan galian golongan C : Yaitu pajak atas kegiatan 

pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang

undangan yang berlaku. 

7. 	Pajak parkir yaitu : pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan jasa tempat 

parkiran diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan.balk yang disedsiakan 

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha,termasuk 

tempat penitipan kendaraan bennotor dan garasi kendaraan bennotor yang 

memungut pajak. 
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Untuk mempennuda pemahaman kita tentang jenis-jenis pajak, perlunya 

dilakukan pengelompokan berbagai pungutan tet'Sebut dalam beberupa k1asifikasi, 

dengan begitu kita dapat lebih mudah mengenali jenis-jenis Mjak, penanggung 

behan, cam penyelesaiaannya, tempat penyelesaian, dan waktu penyelesaian. 

Klasifikasi jenis pajak tet'Sebut dapat dilihat pada label k1asifikasi jenis pungutan 

sebagaimana tergambar pada label klasifikasih pembagian pajak berikut dibawah ini. 

TABEL2.1 


KLASIFIKASIB PUNGUTAN PAJAK 


No K1llslftkasi Pembagian 

1. 

2. 

Lembaga yang berwewenang 

Subyek obyek 

Langsung tidal< langsung 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Pajak pusat adalah pajak yang 
kewenangannya berada di pusat seperti 
PPh,PPN,PBB 
Pajak Daerah adalah pajak yang 
kewenangan pungutannya berada di daerah 
, misalnya p~an hiburan dan pajak 
restoran. 
Pajak subyektif adalah pajak yang 
memperhatikan unsur subycktif terleblli 
dahulu. 
Pajak obyektif yaitu Pajak yang pertama
tama memperhatikan WlSur obyektif 
terleblli dahulu, selanjutnya melihat 
subyeknya. 
Pajak Iangsung adaIab pajak yang di 
pungut secara periodik . 
Pajak tidal< langsung adaIab ~akyang 
dipungut .iika terdapat peristiwa aOO 
perbuatan tertentu.misalnya memhayar 
PPN jika membeli baraJll!: tertentu. 
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7. Upaya Pajak (Ta Effort) 

Pemerintab Kabupaten Halmahera Tengah dalam upaya meningkatkan potensi 

pajak dan penerimaan pajak dari setiap kegiatan dan transaksi penduduk baik 

langsung maupun tidak langsung sebagai obyek pajak melalui Dinas Pendapatan 

Daerah yang besarannya diukur dengan nilai rupiah dalam satu tabun. Pendapatan 

setiap penerimaan yang bersumber dari penagihan pajak dari masyarakat melalui 

Dinas Pendapatan daerab yang dibantu oleh petugas di Kecamatan dan Desa dalam 

rangka meningkatkan potensi pajak maka upaya dalam meningkatkan potensi Miak 

adalah; 

I. 	 Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang 

pentingnya pembayaran pajak. 

2. 	 Melaksanakan pekan panutan membayar pajak. 

3. 	 Melaksanakan pendataan di kecamatan-kecamatan oleh petugas Dinas 

Pendapatan Daerab yang dibantu oleh petugas kecamatan dan petugas 

lapangan di Desa. 

Untuk menentukan potensi dan realisasi pajak dilihat dari banyaknya obyek 

Pajak yang terdaftar, apabila obyek pajaknya banyak maka akan lebib besar target 

dan realisasinya, apabila objek pajaknya berkurang maka target dan realisasi juga 

akan berkurang. Yang menentukan banyaknya atau jumlah pembayaran pajak adalah 

kantor pajak pratama Temate, bukan kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Halmahera Tengah sehingga seeing-seeing pembayaran pajak tidak sesuai dengan 

data di lapangan. Dinas Pendapatan Daerah hanya merupakan implementasi 

penagiban pajak daerab. 
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Menurut pendapat Mardiasmo, (2002:1-2) mengemukakan bahwa Pajak 

mempunyai fungsi yaitu : 

1. 	 Fungsi budgetain, pajak seOOgai sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

2. 	 Fungsi mengatur (regulerend), pajak seOOgai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Dalam pemungutan pajak agar tidak mendapat perlawanan atau hambatan, 

maka pemungutan pajak. Mardiasmo, (2002:2) harus memenuhi syarat seOOgai 

berikut: 

1. 	 Pemungutan pajak hams adil (syarat keadilan). 

2. 	 Tidak menggangu perekonomian (syarat ekonomis). 

3. 	 Pemungutan pajak hams efisien (syarat finansiil). 

4. Sistem pemungutan hams sederbana. 


Dari pendapat tersebut di atas terlihat bahwa eiri mendasar pajak adalah : 


1) Pajak dipungut oleh negara berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau 

peraturan hukum lainnya; 

2) Pajak dipungut tanpa adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat di 

tunjuk; 

3) HasH pungutan pajak digunakan untuk menutup pengeluaran negara dan 

sisanya apabila masih ada digunakan untuk investasi; 

4) Pajak di samping sebagai sumber keuangan negara (budgetair), juga 

berfungsi sOO8gai pengatur (regular). 

"Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peraJihan kekayaan dari sektor 

partikelir ke sektor Pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat di paksakan) 

dengan tidak mendapatkan jasa timOOI (/egen prestatie) untuk membiayai" luran 

wajib, berupa uang atau barang yang dipungut berdasarkan norma-norma hukum, 

guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai 
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kesejahteraaan umum" pengeluaran umum (publiht uilgaven), dan yang di gunakan 

sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang 

keuangan" . 

Pendapat ini kemudian disempumakan kembali oleh ahli yang sarna sebagai 

berikut : "Pajak adaIah peralihan kekayaan dari rakyat kepada lias negara untuk 

membiayai pengeluaran rutin dan selurulmya digunakan untuk pIlblic saving yang 

merupakan sumber utama untuk membiayai public investment", Sumitro (1980 : 3). 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas mm kepatuhan wl\iib pajak 

menentukan kemajuan pembangunan daerah sebah sumber utama untuk membiayai 

pIlblic investmenJ adalah berupa pajak. Kemampuan daerah dalam mengelolah pajak 

dapat memberikan kontribusi terlladap pembangunan suatu daerah mm dari itu 

upaya memaksimalkan pendapatan dari pl\iak sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku dengan sendirinya merupakan kunci keberbasilan pembangunan dan 

kesejahteraan umum sebagaimana menurut pendapat Soemohadimidjojo (1990: 1-2) 

"Pajak ialah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleb penguasa 

berdasarkan norma-norma bukum, guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa 

kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. " 

Keefektifan dalam pemungutan pajak tersebut sebagai iuran wajib yang 

dipaksakan menurut undang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, dengan demikian 

pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleb pemerintah daerah yang 

berwenang pemungutarmya dilaksanakan oleb pemerintah daerah dan digunakan 

untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. 
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8. Faktor-Faktor PeDthambat PeDiDlkataD PoteDS! Pajak 

Memperhatikan pengelolaan pajak daerah (pendapatan asli daerah) yang 

transparan dan jelas, tidaklah berarti bahwa pengelolaan pajak daerah sudab pasti 

akan berjalan dengan baik, namun dalam impJementasinya masih sering 

mengalami/dijumpai bambatan dati berbagai pihak bait hambatan yang bersifat 

internal maupun yang hersifat eltstemaL Adapun hambatan-hambatan tersebut dapat 

di kemukakan sebagai berikut: 

a. Hambatan Yang Bersifat Internal 

Hambatan yang bersifat internal dalam pengelolaan pajak daerah hersumber dati 


dalam organisasipemerintah kabuparen sendiri yang disebabkan oleh hal-hallain: 


- Perkembangan intelektual dan moral aparat pengelola pajak daerah 


- Kurangnya koordinasi antara unit pengelola pajak daerah dengan unit terkait. 


b. Hambatan Yang Bersifat Ekslernal 

Hambatan yang bersifat ekstemal dalam pengelolaan pendapatan asH daerah 

dari luar organisasi pemerintah kabupaten yang disebabkan oleh hal-hal antara lain: 

- Perkembangan dan intelektual serta moral masyarakat untuk membayar pajak 

daerah. 

- Rendalmya incame perkapita masyarakat. 

Adanya usaha meningkatkan beban pajak daerah oleh masyarakat sesuai 

ketentuan maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Sebagaimana di jelaskan terlebih dabulu, bahwa implementasi kebijakan atau 

program merupakan suatu proses dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang telah di 

tentukan dan di pilih sebelum menjadi kenyataan. Namun dalam hal ini tidak semua 

program yang diimplementasikan itu benar-benar berjalan dengan baik dan mulus 
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serta efektif tanpa ada harnbatan. bahkan banyak pakar kebijakan yang meragukan, 

bahwa semua program yang diimplementasikan dapat beJjalan secara optimal. 

Menurut Hogwood dan Gun (Hil ), yang dikutip oleh Umbolah,(2004:6) "Tidak ada 

implementasi mengandung arti bahwa kebijakan tidak dilaksanakan sesuai 

rencana,sementara implementasi yang tidak berhasil teJjadi manakalah suatu 

kebijaksanaan tertentu telah dilaksanakan sesuai £eneana namun mengingat kondisi 

ekstemal temyata tidak menguntungkan, kebijaksanaan tersebut tidak berllasil dalam 

mewujudkan dampak atau basil akhir yang dikehendaki." 

Implementasi kebijakan atau program mengalami kegagalan. dapat 

menimbulkan pertanyaan seputar sebab mengapa kegagalan itu dapat teJjadi. Dengan 

mengetahui sebab kegagalan suatu implementasi, berarti dapat memberi penjelasan 

tentang titik-titik temu yang penting mengenai bagaimana cara mengatasinya dan 

implementasi dapat dilaksanakan kembali. Sebab mengapa yang mungkin timbul 

menjadikan kegagalan implementasi dati suatu kebijakan publik tentunya berbeda 

antara suatu dengan lainnya. Akan tetapi yang jelas hal itu sangat berkaitan erat 

dengan beberapa aspek sebagaimana yang di kemukakan oleh Marse Suggono (1994 

:149) yaitu, 

I. 	 lsi dari suatu kebijakan atau program yang akan di implementasikan. 

2. 	 Tingkat infonnasi dati pelaku yang terlibat. 

3. 	 Banyaknya dukungan bagi kebijakan yang di implementsikan. 

4. 	 Pembagian potensi untuk memahami lebih jauh keempat kondisi di atas 

maka di jalaskan secara singkat yaitu : 

l.Isi kebijakan; dapat mempersulit implementasi dalam hal : 

a. Implementasi kebijakan atau program dapat gagal karena masih samamya 

isi kebijakan. Apa yang menjadi tujuan yang tidak eukup terinei, 

sasaran-sasaran dan penetapan prioritas, program-program kebijakan 

terlalu umum atau tidak ada sarna sekali. 
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b. Karena kurangnya ketetapan interen maupun ekstern dari kebijakan yang 

di lakukan. 

c. Adanya masalah-masalah teknis yang tidak cukup atau diabaikan. 

2. Infonnasi 

lmplementasi suatu kebijakan atau program mengasumsikan bahwa para 

pemegang perM yang terlibat langsung mempunyai infonnasi yang perlu 

atau sangat berkaitan untuk d.apat memainkan perannya secara baik. 

Infonnasi ini dalam kenyataan justru sering tidak ada, dalam keadaan yang 

demikian itu, para pelaksana tentunya kurang mengetabui apa-apa yang 

sebaiknya atau seharusnya dilakukan yang dikehendaki oleh pibak atasan. 

Infonnasi ini juga berkaitan dengan objek-objek kebijakan, misaInya 

masyarakat tidak cukup mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan 

diberikan kepada pelaksana (pemerintab), atau tcntang kewajiban-kewajiban 

yang mereka harus penuhi. 

3. Dukungan 

Pelaksanaan suatu kebijakan akan sangat sulit bilamana tidak mendapat 

dukungan yang cukup untuk itu. Kurangnya dukungan, misalnya dari cara 

pelaksanaan dalam memanfaatkan kebebasan kebijakan mereka. Selanjunya 

mungkin juga terjadi karena kurangnya kesediaan masyarakat sebagai obyek 

atau d.apat juga terjadi apabilah masyarakat merasa terkait kepada kegiatan

kegiatan tertentu sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi seperti yang 

diinginkankan oleh salah satu pibak yang ada. 
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4. Pembagian Potensi 

Pembagian potensi antara para pelaku (aktor) yang terlibat dapat 

mempengaruhi implementasi kebijakan atau program, misalnya berkaitan 

dengan deferensiasi dari tugas dan wewenang. Di samping itu juga masalah 

desentralisasi dari pelaksanaan yang memungkinkan tidak. teljadinya 

pengendalian yang tersentralisasi. Hal ini pada gilirannya dapat mengurangi 

timbulnya kegiatan-kegiatan yang kurang efektif 

9. Strategi Peningkataa Potensi Pajak 

Salah satu strategi yang dapat di tempuh pemerintah Daerah dalam rangka 

peningkatan pajak Daerah adalah melalui Intendifikasi dan Eksentifikasi pajak 

daerah, dimana kedua strategin tersebut lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut; 

a. Intensifikasi Pajak Daerah 

Salah satu kebijakan yang \barus ditempu Pemerintah Daerah Kabupatenl Kola 

dalam upaya peningkatan pajak Daerah adalah memaksimalisasi terhadap berbagai 

kebijakan perpajakan yang yang selama ini telah dilaksanakan, antam lain melalui 

peningkatan efisiensi dan efektivitas pendapatan asli daerah, perbaikan administrasi 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah atau melalui peningkatan tarif pajak. 

1. Ejesiensi dan Ejektijitm. 

a. Efisiensi 

Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang 

diterima. Kinelja pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan dikategorikan 

efisien apabvilah rasio yang dicapai kurang dan satu atau dibawah 100 persen. 

Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinelja pemerintah daerah yang bersangkutan 
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semakin bail,- Selain mencakup biaya langsung kantpor pajak yang bersangkutan, 

daya guna juga memperhitungkan biaya tidak langsung bagi kantor pajak yaitu 

waktu yang digunakan untuk mengambiJ keputusan ,waktu kantor-kantor dan 

lembaga kantor lainnya yang dihabiskan untuk membantu kegiatan memungut pajak 

dan mungkin juga biaya mencakup biaya tuar yakni biaya mematuhi pajak bagi 

wajib pajak . 

b. Efektifitas 

Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah Daerah dalam 

mereaHsasikan pendapatan asH daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target 

yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan Daerah dalam 

melaksanakan tugas dikategoikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 

satu atau seratus persen, sehingga apabilah rasio aktifitasnya semakin tingg~ 

menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. 

2. Memperbaiki Sistem Perpqjaknn 

Saat ini sistem perpajakan daerah masih sangat lemah, hal tersebut 

menyebabkan banyak potensi pl!jak dab Retribusi daerah yang tidak tergali. 

Pemerintah daerah hams da[pat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah 

terk.umpulkan dan dicatat dalam sisem akuntansi pemerintah Daerah. Dalam hal ini 

pemerintah daerah perlu memiliuki sistem pengendalian interen yang memadai untuk 

menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah di tetapkan. 

Pemerintah daerah perlu meneliti apak.ah penerimaan yang tidak disetor kedalam k.as 

pemerintah daerah dan disalah gunakan oleh petugas dilapangan. Perlu juga diteliti 

masyarakat yang tidak membayar pajak dan penetapan mek:anisme Reward and 

Punisment. Selain itu pemerintah Daerah perlu melakukan penyederhanaan prosedur 
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administrasi, narnun meningkatkan prosedur pengendalian. Penyederbanaan Prosedur 

administrasi dimaksudkan un tuk memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar 

pajak dan Retribusi daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan 

membayar pajak. 

b. Ekstensifikasi Pajak Daerab 

Kebijakan lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/Kota dalarn 

rangka peningkatan pajak daerah adalah melalui Ekstensifikasi pajak, misalnya 

menarnbah jenis pajak bam, narnun sebaiknya pemerintah kabupaten tidak menambah 

pungutan yang bersifat pajak, jika mau menarnbah pungutan hendaknya yang bersifat 

retribusi, sedangkan pajak justru diupayakan sebagai the last effort saja. Bahkan 

idealnya pungutan pajak yang dibayar masyarakat adaIah pajak pusat saja. 

Kebijakan untuk tidak menarnbah pungutan pajak dan meningkatkan retribusi 

didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama : Pungutan retribusi langsung 

bcrbubungan dengan masyarakat pengguna layanan publik karena masyarakat 

tertentu tidak mau membayar lebih tinggi bilah pelayanan yang diterima sarna saja 

kualitasnya. Dengan demikian pemerintah daerah ditantang untuk meningkatkan 

kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Kedua : Investor akan lebih 

bergairah melakukan investasi di daerah apabila terdapat kemudahan sistem 

perpajakan di daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, pemerintah Daerah 

KabupatenJ Kota dimungkinkan untuk menarnbah jenis pajak lain diluar sebagaimana 

yang telah diatur dalarn undang-undang, narnun ketentuan ini dimaksudkan untuk 

memberikan keleluasaan pada daerah dalarn mengantisipasi situasi dan kondisi serta 

perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan 
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perkembangan potensi pajak. Pajak bam tersebut harus memenuhi kriteria sebagai 

berilrut : 

1) Bersifat pajak dan bukan retribusi. 

2) Obyek pajak terletak atall terdapat diwilayah kabupatenlkota yang 

bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang culrup rendah serta 

banya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupatenlkota yang 

bersanglrutan. 

3) Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum. 

4) Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi/dan atau objek 

pajak pusat. 

5) Potensinya memadai. 

6) Tidak memberikan dampak yang negatif terhadap perekonomian. 

7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. 

8) Menjaga kelestarian lingkungan. 
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B. KeraDgka berpildr 

Upaya peningkatan potensi pajak di daerah HaImahera Tengah pada era 

globaIisasi dan otonomi daerah telah mengaIami perkembangan yang sangat 

bervariasi dari tabuo ketahon, angka kemajuan tersebut memberikan motivasi 

tersendiri bagi daerah dengan berlatar belakang potensi somber pendapatan daerah 

yang dapat di optimalkan ontuk pembangunan namon kadang, keefektifan upaya 

pajak mengaIami hambatan sering tidak sesuai dengan target yang direncanakan. Hal 

ini dapat berpengaruh pada upaya pembangunan yang berlangsung di daerah 

Kabupaten HaImahera T engah. Kajian ini merupakan sebuah anaIisis terbadap 

potensi pajak daerah Kabupaten HaImahera Tengah daIam upaya peningkatan 

pendapatan asli daerah di sektor pajak 0100 dinas pendapatan daerah . 

.------------------------------------------------------, 

UPAYA 
PAJAK 

TARGETPOTENSI 
PAJAKPAJAK 
YANG 

DlCAPAI 

REALISASI 
PENERIMAAN 


PAJAK 
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C. Definisi operasional 

Untuk mempennudah analisis dari data hasil penelitian, maka variahel-variabel 

yang tercakup dalam masalah penelitian perlu didefinisikan secara operasional untuk 

memudahkan analisis. Y8l'iable-v8l'iabel tersebut adaIah sebagai berikut: 

1. 	 Upaya Pajak (to): effort), dengan upaya meningkatkan potensi pajak maka 

pemetintah daetah dapat merealisasikan pembangunan daetah sebagai sumbet 

dana yang bettujuan untuk meningkatkan kesejahtetaan masyarakat. 

2. 	 Faktor-faktor yang menghambat peningkatan potensi pajak dalam hal ini 

dapat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Halmaheta 

Tengah. 

3. 	 Strategi dalam pencapaian realisasi penerimaan pl!iak adalah metUpakan 

upaya dalam mengoptimalkan kinerja dinas pendap<ltan daerah Kabupaten 

Halmaheta Tengah. 
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BABm 

METODE PENEUTIAN 


A. Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Deskriptif 

Kualitatif. Sugiono (1997 : 24) mendefenisikan metode tersebut dengan pengertian 

"metode penelitian yang digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, objek, 

situasi, serta kondisi SWltu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa secara sistematis, 

fak.tual dan akurat tentang fakta-fakta serta hubungan fenomena yang di selidiki." 

Penelitian in! memberikan timbaJ baJik dalam hubungannya dengan kondisi 

sosiaJ yang ingin di selidikl serta dari data yang di peroJeh lelt!adap masalah yang 

akan dipecahkan. Metode ini meneHti keadaan yang sebenarnya yang ada di Japangan 

yang kemudian dilakukan analisa apakah sesuai atau tidak dengan tenri, tujuan untuk 

memecabkan masalah yang ada, sehingga dapat di tarik kesimpulan. 

Selanjutnya menurut Hyman dalam Tan (1997:42) penelitian Deskriptif 

Kualitatif bertujuan menggambarkan sifat-sifat, keadaan, gejaJa suatu individu atau 

kelompok tertentn untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antata 

suatu gejaJa dengan gejaJa lain dalam masyarakat, sejalan dengan ltu Rusidi 

(1999:18), menjelaskan penelitian deskriptif bermaksud menggambarkan fenomena 

empirik yang di sertal dengan penafSiran-penafsirannya dengan tujuan memperoleh 

gambaran setempat realitanya. 

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, (2002:3) metode kuaJitatif 

adalah prosedur penelitian yang mengbasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-<lrang dan perilaku yang di amati. Sejalan dengan itu 

Kirk dan Miller dalam Moleong, (2002:3) mendefenisikannya sebagai tradisi tertentu 
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dalam pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan 

pada manusia dan kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut 

daIam bahasa dan dalam peristilahannya. Selanjutnya menurut Gama (1999:32), 

pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami 

gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi atau gejala

gejala tersebut tidak memungkinkan di ukur secara tepat. 

Metode kualitatif dipilib untuk memperoleb pengertian dan pemahaman 

mengenai aspek-aspek yang diteliti mengenai peningkatan pendapatan asli daerab 

dalam rangka otonomi daerab. 

1. Sumber Data 

Sumber data utama menurut Lofland dalam Moleong (2000:112) dalam 

penelitian kualitatif ialab kata-kata dan tindakan selebibnya adaIah data tambaban 

seperti dokumen dan lain-lain. Dengan demikian somber data primer adalah basil 

wawancara dengan narasumher (in/orman) dan memperhatikan tindakan informan, di 

dukung dengan data sekunder herupa dokumen naskab-naskah, data tertulis, maupun 

foto somber data tersebut dapat di bagi kedalam beberapa kelompok 

2. luformau 

Infurman adalab orang-orang yang menyajikan fukta melalui kata-kata dan 

tindakan yang di rekam dan memberikan data, serta mengetahui dan mengerti 

masalab yang sedang di teliti. Informan tersebut berasal dan; pengelola Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Adapun mereka yang di tunjuk sebagai informan dalam 

penelitian ini adaIah berjumlah 5 orang terdiri dan kepala dinas, sekertaris, kepala 

bidang penagihan, dan 2 orang sem penagihan lapangan pada Dinas Pendapatan 

Daerab Kabupaten Halmabera Tengah. 
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B. IDstrume. PeDelitian. 

inslrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data 

dalam penelitian. Menurut Moleong (2002: 117) penelitian dengan metode kualitatif 

tidale dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitian 

yang menentukan keseluruhan skenarionya. Dengan demildan inslrumen penelitian 

yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif adalah 

peneliti sendiri dengan menggunakan pedoman wawancara dengan rnetode check 

list. 

Fungsi peneliti sebagai instrumen penelitian bertujuan untuk mendapatkan data 

yang valid dan reliable, yang dapat di penuhi karena peneliti langsung ke lapangan 

rnelakukan pengamatan dan wawancard dengan inforrnan. Peneliti sebagai inslrumen 

peneiitian sebelum melakukan pengamatan di lapangan sudah mernpersiapkan dan 

rnembekali dirinya dengan kemarnpuan melakukan pengarnatan dan pengetahuan 

tentang law (setting) dan lapangan (field). 

C. 	 Prosedur Penglmpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang di gunakan pada penelitian ini terdiri dari; 

1. Pengamatan (observasi) 

Pengamatan di lakukan terhadap gejaIa-gejala yang tarnpak di lapangan terhadap 

objek yang di teliti. Selanjutnya pengamatan juga dilakukan tethadap perilaku dan 

tindakan inforrnan yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh melalui 

pengamatan dicatat dengan rnenggunakan alat yang tersedia antara lain alat tulis. 
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2. Wawaneara 

Wawancara dilakukan dengan infonnan terbadap semua aspek objek yang di 

teliti. Tujuan dilakukan wawancara untuk mendapatkan data yang memadai tentang 

obyek penelitian secara Iangsung dari kata dan tindakan infonnan. Data yang di 

peroleh melalui wawancara dicatat pada kartu khusus atau bentuk lain. 

3. Dokllmentasi 

Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa bahan tertulis dalam 

bentuk arsip bertujuan untuk mendapatkan dokumen-dokumen tentang Pendapatan 

AsH Daerah (pAD), dan Perda tentang sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang 

sebagai sumber data yang bennanfaat untuk menguji. menafsirkan. 

D. 	 Metode Analisis Data 

Data yang dibutuhkan dan dikumpulkan pada penelitian ini meliputi data 

tentang: 

1) 	 Data sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. 

2) 	 Data perbandingan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tabun 2005 

sampai dengan tabun 2008. 

3) 	 Data perbandingan target dan realisasi retribusi daerah dari taboo 2005 

sampai dengan tabun 2008 yang di hadapi dalam mereaHsasi peningkatan 

Pendapatan AsH Daerah. 

Setting menurut Miles dan Huberman dalam Creswell (1994: 149). yaitu The 

setting (where the reseach will take place). Jadi latar (setting) penelitian ini adalah ill 

mana berlangsungnya observasi dan wawancara kepada kelompok informan yang 

terdiri dari pengelola Pendapatan AsH Daerah (pAD). dati tabun anggaran 2005 
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sampai dengan tahun anggaran 2008 di Kabupalen Halmahera Tengah sedangkan 

1apanganfieldpenelitian rnenurut Emerson dalam Newman (I 997:343)field reseach 

is the study ofpeople acting in the natural courses oftheir daily lives. Adapun yang 

menjadi lapangan (field) penelitian ini berlokasi pada Pernerintah Kabuparen 

Halmahera Tengah. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adaIah analisis kualitatif; analisis 

datanya di lakukan dengan tabulasi selanjutnya di uraikan dan di tmirkan. 

Data yang berhasil di kumpullc.an selanjutnya di olab rnelalui kegiatan : 

I) Mernproses satuan rnelalui kegiatan penyusunan satuan. 

2) Kategorisasi, rnenetukan kategori data yang di peroleh dan selanjutnya 

rnenempatkan data pada kategorinya masing-masing. 

4. 	TekDik Pengajian Keabsaban Data 

Pengujian keabsahan data di 1a1rulc.an dengan rnenggunakan triangulasi, yaitu 

check. recheck. dan cross check terhadap data yang di peroleh. Teknik trianguJasi 

digunakan untuk melihat validitas data yang telah di peroJeh Kosasih, (1998: 11). 

Teknik triangulasi adalab teknik perneriksaan keabsahan data yang rnernanfaatkan 

sesuatu yang lain di loar data itu untuk keperluan pengecelc.an atau pernbanding data 

tersebut Moleong. (1999:178). Triangulasi dapat di lakukan dengan surnber data 

dan peneliti atau pengamat lainnya. Lebih lanjut dikatakan pengujian keabsahan 

data ditempuh dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan 

kecukupan referensial. Dalam triangulasi ini dilakukan dengan cam : 
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1. 	 Membandingkan data hasil pengamatan dan data basil wawancara dengan 

infunnan. 

2. 	 Membandingkan apa yang dikatabn orang di depan umum dengan apa 

yang di katakan orang secara pribadi. 

3. 	 Membandingkan apa yang di katakan orang tentang situasi penelitian 

dengan yang di katakan sepanjang waktu. 

4. 	 Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang tentang berbagai 

pendapat dan pandangan orang tentang peningkatan pendapatan asli 

daerah, efisiensi penggunaan dana pembangunan dan rutin serta 

menajeman keuangan pemerintahan daerah itu sendiri. 

. 	5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 
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BAB V 


SIMPULAN DAN SARAN 


A. Simpulan 

Pentingnya posisi keuangan daerah dall1l11 penyeJenggaraan otonomi daerah 

sangat disadari oleh Pemerintah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera 

Tengah mempunyai program kClja adatah untuk merumuskan rencana peJalcsanaan 

kegiatan.kegiatan pembangunan, disamping itu upaya untuk meningkalkan 

Pendapatan AsH Daerah (PAD) khususnya pajalc daerah dan bagi basil pajalc yang 

berpedoman pada kebijaJcan yang telah ditetapkan, dilakukan dengan cam 

meningkatkan petayanan kepada masyarakat khususnya yang mempunyai kewajiban 

membayar pungutan pajalc daerah dan bagi basil pajak. 

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sudah seharusnya untuk 

lebih giat lagi dalam melaJcukan sosialisasi dan penyuluban serta pendataan potensi 

pajalc daerah. Salah satu Jangkah yang dapat dilakukan adalah melalui 

pengklasifikasian, ini tentunya menimbulkan adanya perbedaan tan!pajalc yang harus 

di bayar oleh wajib membayar pajalc yang pelaksanaannya di atur dengan peraturan 

daerah. Dengan pengklasiflkasian tersebut dapat diketahui berapa jumlah tan! yang 

harns dibayarkan. 

KineJja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dall1l11 

menentukan potensi, target, dan realisasi Pflialc daerah belum optitnal. hal ini dapat di 

libatdari : 
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1. 	 Lemahnya Sumberdaya manusia aparatur. dalam menentukan potensi, target dan 

relisasi penerimaan pajak Daerah maupun Bagi Hasil Pajak. Dati sumberdaya 

aparatur yang dimilikinya deugan presentasi tersebut dapat di analisis dan 

menarik kesimpulan bahwa pengelolahan Pendapatan Daerah yang di lakukan di 

Dinas Pendapatan Daerah belum optimal sehingga di masa yang alcan datang 

perlu ditingkatkan pengetahuan dan pemabaman sumberdaya manusia aparatur 

melalui Pendidikan dan Pelatihan baik Formal maupun Nonformal deugan 

pendekatan perjenjangan sehingga menghasilkan sumberdaya aparatur yang 

profesional. 

2. 	 Bahws Fa1ctor-faktor yang mengbambat Idnerja Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Halmahera Tengah dalam meningkatkan potensi pajak adaIah : 

- Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenubi kewajiban 

pajak yang telah di tetapkan berdasarkan ketetapan pajak daerah. 

- Masih rendahnya sumberdaya manusia aparatur yang di miliki dinas 

pendapatan daerah. 

- Fasilitas Pendukung (sarana) yang tersedia belum optimal. 

- Umumnya sumber-sumber pendapatan tersebar pads wilayah yang 

terisolir. 

- Terdapat pajak-pajak yang potensial belum dapat dikelolah secara 

maksimaL 

- Kurangnya sarana dan prasarana penllIliang yang tersedia Ul1f.1Jk 

melaksanakan tugas-tugas di Iapangan sebingga para pelug8S tersebut 

sangat pasif melaksanakan penagihan secara rutin setiap waktu, sehingga 

menimbulkan lunggakan yang cukup besar. 
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-	 Komunikasi yang di bangun dati donatur lembap belum optimal. 

- Masih lemahnya komitmen untuk mengiDplementasikan Peruturun 

Pemerinlllh dan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan 

daerah 

- Kinerja apIUlItur lauang maksimal dalam perencanaan, penetapan, 

penagihan dan pembukuan termasuk administrasi dan tehnik pelaksanaan 

di Iapangan. 

3. Strategi Peningkatan Potensi Pajak 

Salah satu k/:bijakan yang harus ditempu Pemerinlllh Daerah Kabupatenl Kota 

dalam upaya peningkatan pajak daerah adalah memaksimalisasi terbadap berbagai 

kebijakan perp.yakan yang yang selama ini telah dilaksanakan, antara lain melalui 

peningkatan efisiensi dan efektivitas pendapatan asli daerah, perbaikan administrasi 

pencrimaan Pendapatan Asli Daerah atau melalui peningkatan tarif p.yak. 

- Memperbaiki sistem perpajakan daerah yang masih sangat lemah, hal tersebut 

menyebabkan banyak potensi pajak yang tidal tergali. 

- Pemerinlllh daerah perlu memiliki sistem pengendalian interen yang memadai 

untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah di 

tetapkan. 

-	 Pemerinlllh daerah perlu meneliti apaIr.ah penerimaan yang tidak disetor 

kedalam kas daerah dan disalah-gunakan oleh petugas diJapangan• 

- Petlu juga diteliti masyarakat yang tidak membayar p!\jak dan penetapan 

mekanisme RewardandPunismenJ. 

- Dun pemerinlllh Daerah perlu melalmkan penyededumaan prosedur 

administras~ namun meningbtkan prosedur pengendalian. 
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B. SaraR 

Bahwa daJam rangka meningkatkan upaya pajak (tax effor) Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Halmahera Tengah melalui tesis ini, penulis sarankan beberapa 

hal; 

- Perlunya membangun kesamaan persepsi tentang tugas dan tanggung jawab 

instansi-instansi teknis terutama dinas Pendapatan Daerah. 

- Perlunya peningkatan sumber daya manusia baik SDM Aparatur pelaksanaan 

maupun sumberdaya manusia masyarakatlobjek pendapatan. 

- Perlunya sosialisasi dan penyluhan secara kontiniu terhadap masyarakat 

dalam meningkatkan pembayaran pajak secara baik dan efesien. 

- Perlunya penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai 

Sehingga mempermudah aparatur untuk mengadakan tugas penagihan pajak 

secara baik dan dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. 

- Per!unya mengidentifikasikan secara hQlistik tentang $umber-sumber 

pendapatan yang tersedia, baik yang bersumber dari masyarakat, maupun 

yang bersumber dari pemerintah dan pihak ke tiga, 

- Perlunya meningkatkan Agenda operasional guna mendukung kegiatan 

opersional Aparatur yang pada akhimya menuju pada peningkatan dan 

pendapetan daerah. 

- Bahwa perlu mewujudkan hasil yang maksimal di butuhkan komunikasi yang 

intens baik antsra pejabat peJaksana dengan pellllwai kini di dinas oendaoatan 

maupun antar dinas, sektor dalam wilayah kineda pemerintah Kabupaten 
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- PerJunya mengoptimaJkan berbagai komllmen yang baik untuk 

mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah 

yang mengatur Jentang pendapatan daetah, sehingga pada masa yang ak.an 

datang pemerintah kabupaJen Halmahera Tengah harus memildrkan jalan 

keluar dari berbagai kendaIa tersebut, pemerintah kabupaJen Halmahera 

Jengah harus lebih jeli dalam menciptakan sumber-sumber pajak yang barn, 

dan sektor-sektor yang belum dikembangkan. 
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PEDOMAN WAWANCABA 


A. Kepala Dlnu Pendapatan Daerab 

1. Apakah ada peraturan pemerintah atau undang-undang yang dijadikan sebagai acuan dalam 

melakukan keglatan penaglhan pajak daerah ., 


2; Apakah ada peratmTiD daerab yang menfllllUr tentang pajak daerab " 


3. Apakah ada kebijakan lain selain kedua peraturan di alas ? 

4. Bagaimana cam menentukan potensi pajak " 

5. Upaya spa saja dalam meniogkatkan potensi p!ljak ? 

6. Berapa jumlah personil yang ditugaskan untuk mengadakan penagihan pajak ? 

7. Apakah ada fasilitas yang diberikan Ic:epada para personil dalam melak:sanakan tugas " 

8. Berapa Jamakah waktu yang ditetapkan untuk meJaksanakan penagihan pajak " 

9. Menurutbapak, apakah personil telah bekelja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ? 

B. Sekretarls Dinos Pendapatan Daerah 

l. Apakah ada pemturan daerah yang mengatur tentang sumber-sumber pendapatan daerah ? 

2. Bagalmana cara menentukan potensl pajak " 

3. Upaya apa saja dalam meniogkatkan potensi pajak ? 

4. Bempa jumlah personil yang ditugaskan untuk mengadakan penagiban pajak di kecamatan

kecamatan " 
5. Apakah ada fasilitas yang diberikan kepada para personil dalam melaksanakan tugal! ? 

6. FasiJitas spa saja yang diberikan kepada petugas lapangan " 

7. Berape lamakah waktu yang ditetl\pkan untuk melaksanakan kegiatan? penaglhan pajak tersebut " 

8. Apakah personiJ bapak beke!ja sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan " 

9. Menurut Bapak apakah personil telah bekelja sesuai dengan prosedur yang tetal! ditetapkan? 

10. Apakah ada faktor yang menghambat dalam kegiatan penagihan p!ljak daerah 'I 
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c. Kepala BidllJll Penaglhan DiDu PendapataD Daerah 

I. Berapajumlah personiJ yang ditupkan untuk mengumpulkan sumber-sumber pendapa1an ? 

2. Apakah ada fasilitas yang diberikan kepada para personiJ dalam meJaksanakan tup ? 

3. Fasilitas hemps apa saja yang diberikan kepada petup lapangan ? 

4. Upaya apa saja dalam meningkatkan potensi Pl!iak ? 

S. Berapa lamakah waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan lcegiatan? penagihan pajak tersebut ? 

6. Apakah petugas lapangan itu bekeJja sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan ? 

7. Menurut Bapak apa.kah personil telah bekerja sesuai dengan proseduryang telah ditetapkan? 

8. Apakah ada faktor yang mengbambat kegiatan penagihan pajak daerah ? 

9. F aktor apa saja yang menghambat dalam kegiatan penagihan tersebut ? 
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9.Menurut bapak, apakah personil telah bekerja sesuai dengan prosedur yang telah 


ditetapbn ? 


to.Apakah ada falctor yang mengbambat dalam kegiatan penagihan pajak daerah? 


.0, Petups Lapaupn Din..Pendlpatan Daerall 

1. Berapa jumlah pcrsonil yang ditugaskan UDtuk mengumpulkan sumber-sumber 

pendapatan? 

2. 	 Apaka ada fasi1itas yang diberilcan kepada para personil daIam melaksanakan 

tugas? 

3. 	 Fasilibls berupa apa saya yang diberilcan kepada petugaa lapangan? 

4. 	 Upaya apa saja dalam meningkalkan potensi JlI!iak ? 

S. 	 Berapa Iamakah waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan? 

Penagihan pajak ? 

6. 	 Apakah petugas lapangan itu bekelja sesuai dengan waktu yang telah 

direncanakan? 

7. 	 Menurut bapak. apakah personil telah bekelja sesuai dengan prosedur yang 

telah ditetapkan? 

8. 	 Apakah ada fiIktor yang mengbambat kegiatan penagihan pl\iak daerah? 

9. 	 F aktor apa saja yang menghambat dalam kegiatan penagihan tersebut ? 
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4. 	 Upaya apa saja dalam meningkatkan potensi pajak ? 

Jawab : Upayah dalam meningkatkan potensi pajak yaitu ; 

• 	 Mengadakan sosiaJ.is8si dan penyuluhan kepada masyarakan tentang 

pentingnya membayar pajak. 

• 	 Melaksanakan pekan panutan membayar pajak. 

S. 	 Berapajumlah personil yang ditugaskan untuk mengadakan penagihan pajak? 

Jawab : Iumlah personil daIam kantor sebanyak 37 orang yang ditugaskan turon 

lapangan untuk mengadakan penagihan sebanyak 6 orang 1 orang 

kecamatan dan dibantu oleh petugas kecamatan dan petuas desa yang 

ditunjuk. 

6. 	 Apakah ada fasilitas yang diberikan kepada para personil dalam melaksanakan 

tugas? 

Jawah : Fasilitas yang diberikan kepada petugas lapangan atau personil yang 

melaksanakan penagihan yaitu uang peJjalanan dinas • 

7. 	 Berapa Iamakah waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan Penagihan pajak 

tersebut? 

Jawab: Tiga bulan Iamanya kadang- kadang belum cukup waktu sudah selesai 

melaksanakan penagihan. 

8. 	 Menurut bapak, apakah personil telah bekelja sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan ? 

1 awah : Petuga5 atau personil yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas bena.r

benar petugas yang sudah berpengalaman sebingga beketja sesuai dengan 

prosudur telah ditetapkan. 
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5. 	 APakah ada fasilitas yang diberikan kepada para pmonil dalam melaksanakan 

tugas7 

Jawab; Fasilitas yang di beribJi kepada para personil dalam melaksanaka tugas 

Di Japangan yaitu fasilitas berupa uang pe1jalanan dinas 

6. 	 Berapa lama waktu yang ditetapkan dalam melaksanalam kegiatan7 Penagihan 

pajak Illrsebut 7 

Jawab : waktu yang ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan penagihan pajak 

Selama tip bulan lamanya. Dalam sam lahun empat k:ali mengadakan 

penagihan. 

7. 	 Apakah ada faktor yang menghambat dalam kegiatan penagihan pajak daerah? 

Jawab : ada, kadang-kadang wajib pajak tidak berada di tempat pada saat 


penagihan. 
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C. Kepala Bidang Penagihan. 

1. 	 Berapa lumlah Personil yang ditugaskan untuk mengumpulkan sumber-sumber 

pendapatan? 

Jawab : personil yang ditugaskan untuk membantu petugas kecamatan dan 

petugas di desa untuk mengadakan penagihan sebanyak 6 orang. 

2. 	 Apaka ada fasilitas yang diberikan kepada para personil dalam melaksanakan 

tugas? 


Jawab: ada yaitu berupa uang petjalanan dinas atau sekedar uang transportasi. 


3. 	 Upaya apa saja dalam meningkatkan potensi pajak? 

Jawab: upaya dalam meningkatkan potensi pajak adaIah mengadakan sosialisasi 

kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. kemudian mengadakan 

pendataan 

4. 	 Berapa lamakah waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan? 

Penagihan pajak? 


Jawab: 3 bulan lamanya. 


S. 	 Apakah petugas lapangan itu bekerja sesuai dengan waktu yang telah 

direncanakan? 

Jawab: ya, kadang-kadang belum tiba waktunya sudah selesai penagihan. 
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6. 	 Apakah ada faidor yang menghambat kegiatan penagihan pajak daerah? 

Jawab: ada, yaitu J. Pada saat petugas mengadakan penagihan ada wajib pajak 
tidak: berada ditempat 

2. 	Penentuan jumJah pembayaran plliak tidak sesuai dengan 

koodisi di lapangan.kama yang menentukan jum/ah 

pembayaran pajak adaJah kantor PIIiak pratama Temate. 

Kantor Dinas pendapalm! hanya melabanakan pungutan 

atau penagiban. 
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HASn. WAWANCARA 

D. Petugas Lapaagan Dinas PeDdapataD Daerali 

I. 	 Berapa banyakkah personil yang mengadakan penagihan di kecamatan ? 


Jawab : 6 sampai 8 orang. 


2. 	 Berapa lamakab penagiban pajak di kecamatan ? 


Jawab : Satn bulan sampai Tiga bulan. 


3. 	 Apakah dalam melaksanakan tugas mendapatkan biaya akomodasi dan transportasi ? 


Jawab : Dapat, tergantung darijarakjauh - debt antar kecamatan. 


4. 	 Menwut bapak, apakah ada faktor-faktor yang meoghambat dalam penagihan pajak? 


Jawab: Ada. 


1. 	 senng waj ib pajak tidak berada di tempat. 

2. 	 Ada sebagian masyarakat atau wajib pajak yang beJum memabami tentang 
pembayaran pajak. 

5. 	 Apakah ada aparat kecamatan dan desa yang membantu pelaksanaan penagihan pajak ? 


Jawab:Ada. 


6. 	 Berapakabjumlah dar! petugas kecamatan dan desa '1 


Jawab : Petugas Kecamatan Tiga orang dan dar! desa Satu orang. 


7. 	 Apakah pembayaran pajak sesuai dengan keinginan masyarakat atan tidak ? 

Jawab : Sebagian wajib pajak sesuai dan sebagian lagi tidak sesuai sehab penentnan jumlab pajak 
nya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. 

8. 	 Apakah ada permasalahan yang dapat diselesaikan oleb petugas lapangan atau petugas 
penagihan ? 

Jawab : Ada. Yaitu dengan adanya sosialisasi dan penjelasan petugas pajak tentang pendataan 
serta pembayaran pajak. 
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